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Pelanggaran berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah pelanggaran hukum yang dikenakan sanksi pidana dan/atau administratif. Sanksi pidana bisa berupa penjara dan denda, yang dapat meningkat jika pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan atau kematian, sesuai dengan Pasal 323 Undang-Undang (UU) Pelayaran. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelanggaran izin berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat persetujuan berlayar, bagaimana pertanggungjawaban pelaku pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat persetujuan berlayar. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum pelanggaran izin berlayar tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar  adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana, seperti penjara dan/atau denda, yang diatur dalam Pasal 323 UU Pelayaran, seperti penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp600.000.000. Selain sanksi pidana, dapat juga dikenakan sanksi administratif atau perdata. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat persetujuan berlayar dilakukan melalui sanksi pidana dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang diatur dalam Pasal 219 ayat (1) dan Pasal 323. Sanksi ini diterapkan melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah kantor kesyahbandaran, yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Pertanggungjawaban pelaku pelanggaran izin berlayar tanpa dokumen surat persetujuan berlayar dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pertanggungjawaban utama dibebankan kepada nakhoda kapal.  Selain sanksi pidana, dalam praktiknya, nakhoda yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti sanksi administratif berupa pencabutan izin berlayar, atau pertanggungjawaban perdata (ganti kerugian) apabila pelayaran tanpa SPB tersebut menyebabkan kecelakaan atau kerugian bagi pihak lain, meskipun hal ini jarang diatur secara eksplisit dalam UU.
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ABSTRACT

Violations of sailing without a Sailing Permit (SPB) are legal violations subject o
criminal andior administrative - sanctions. Criminal sanctions cun  include
imprisonment and fines, which can increase if the violation results in an accident
or death, in accordance with Article 323 of the Shipping Law. Administrative
sanctions can include warnings, permit suspension, or permit revocation. The
problem in this thesis is how to regulate violations of sailing permits without a
sailing permit dacument, how 1o enforce the law against perpetrators of sailing
permit violations without a sailing permit document, and how to hold perpetrators
accountable for violating sailing permits without  sailing permit document. The
research conducted is a normative study using library research methods to examine
secondary data. The type of data in this study is secondary data. Primary and
secondary legal materials are systematically compiled and analyzed qualitatively.
The legal regulation of violations of sailing permits without having a sailing
approval document is a violation of the law regulated in Law Number 17 of 2008
concerning Shipping. This violation can be subject to criminal sanctions, such as
imprisonment and/or fines, s regulated in Article 323 of the Shipping Law, such
as imprisonment for a maximum of 5 years and a fine of up to IDR 600,000,000. In
addition to criminal sanctions. administrative or civil sanctions can also be
imposed. Law enforcement against perpetrators of violations of sailing permits
without sailing approval documents is carried out through criminal sanctions and
fines based on Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, which is regulated in
Article 219 paragraph (1) and Article 323. These sanctions are applied through an
investigation process carried out by Civil Servant Investigators (PPNS) under the
harbormaster's office, which can be in the form of imprisonment andor fines. Those
who violate a sailing permit without a sailing permit document can be subject to
criminal sanctions such as imprisonment and fines under Law Number 17 of 2008
concerning Shipping. Primary responsibility resis with the ship's captain. In
addition to criminal sanctions, in practice, violating captains can also be subject
. such as administrative sanctions in the form of revocation
or civil liability (compensation) if the sailing without a permit
gr losses 1o other parties, although this is rarely explicitly
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